Penanganan korupsi secara hukum adalah salah satu permasalahan yang sering kita saksikan. Hal ini karena
korupsi memang merupakan kejahatan luar biasa yang harus diusut dan ditindak secara hukum. Namun demikian,
ternyata perilaku korupsi tersebut bukannya berkurang, tapi malahan merajalela. Bahkan dapat kita saksikan
bahwa KPK telah dipolitisasi, dikriminalisasi, dan didemo. Hal ini menunjukkan belum nampaknya hasil yang
sistematik untuk memberantas korupsi di negeri ini. Oleh sebab itu, buku ini menawarkan pendekatan lain untuk
menyodorkan solusi atas permasalahan korupsi. Kedua penulisnya, Zainal Abidin dan A. Gimmy Prathama Siswadi,
beranggapan bahwa korupsi “sakitnya tuh di sini..." (sambil menunjuk dahi). Atas hal inilah kedua penulis ini
melakukan penelitian psikologi terhadap sejumlah pelaku korupsi, sekaligus membuat pemetaan koruptor.
Hasilnya sangat menarik, karena muncul hal-hal yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Selamat membaca.
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BUDAYA TIDAK JUJUR
SEBAGAI MUARA PERILAKU

KORUPSI

Oleh:
Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA.
(Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2010-2015)

i dalam buku ini disebutkan, bahwa korupsi paling tidak memiliki

5 (lima) komponen, yaitu: (1) korupsi adalah suatu perilaku, (2)

perilaku tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang, (3)
dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, (4)
melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral, (5) terjadi
atau dilakukan dalam public office setting.

Dari kelima komponen tadi, menarik kiranya apabila aspek perilaku
mendapat perhatian utama, karena korupsi sesungguhnya hanya bagian
hilirnya saja. Muaranya sendiri adalah perilaku tidak jujur (baca: Korupsi
adalah sebagai pengejawantahan dari perilaku tidak jujur—pen). Karena
apabila berperilaku jujur, kalaupun punya kesempatan dan punya kedudukan
(wewenang) di public office, mereka tidak akan mencari keuntungan pribadi
atau kelompok dengan cara-cara melanggar hukum atau menyimpang
dari norma yang berlaku.

Ketika Montesquieu menggagas Trias Politica, asumsinya bahwa para
penghuni dari ketiga lembaga tersebut, yaitu legislatif, eksekutif dan



yudikatif adalah berperilaku jujur. Sebab, apabila mereka tidak jujur, akan
bagaimanakah jadinya suatu negeri? Menarik untuk disimak, bahwa salah
satu kesimpulan dari buku ini adalah bahwa pola korupsi di Indonesia
dilakukan tidak soliter, alias berjamaah di dalam satu institusi yang sama,
lintas lembaga (sehingga asumsi dasar dari Trias Politica tidak berlaku—pen),
ada perantara yang ditambah dengan keterlibatan pengusaha (korporasi).

Selanjutnya, karena kekuasaan bisa dijadikan ladang untuk memenuhi
birahi hedonisme pribadi, pundi-pundi kelompok dan atau golongan, maka
hubungan antarpengisi kelembagaan bisa saling kunci dengan kartu “truf”
masing-masing, dalam bentuk koalisi gajah “Tahu Sama Tahu”.

Di Indonesia, ketidakjujuran ini merebak di mana-mana dan ke
mana-mana. Sebagai contoh, Ujian Nasional seringkali menjadi teater total
ketidakjujuran, dengan aktor, mulai dari para pejabat, guru, percetakan, juga
orang tua (walaupun pada tahun-tahun terakhir sUdahzkufahg menyeruak).
Demi anak, orang tua-ikut sibuk ‘mencari bocora,h soal juga menyogok.
Ada bocoran pasti ada yang membocorkan. Ada yang menyogok, pasti ada
yang disogok. Tragisnya, untuk kasus di pendidikan, orang yang disogok
tersebut adalah orang-orang yang terutama harus menegakkan kejujuran.

Hal yang sama terjadi pada penerimaan mahasiswa baru di Perguruan
Tinggi. Masih ada upaya-upaya untuk menitipkan anak agar diterima.
Bayangkan, untuk pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk I5érguruan Tinggi
Negeri (SBMPTN), dibentuk Panitia Nasional oleh para rektor. Biaya yang
dikeluarkan pun tidak sedikit, yakni sekitar Rp 175 miliar, dengan melibatkan
panitia yang bekerja sepanjang tahun, membuat puluhan set soal dengan
tingkat kerahasiaan yang tinggi, petugas percetakan dikonsinyir selama
satu bulan, pengiriman soal dilakukan dengan pengawalan ketat aparat.
Selanjutnya, pada saat ujian berlangsung, disewa ribuan ruang dengan
melibatkan puluhan ribu pengawas. Biayanya, selain dari pemerintah yang
notabene merupakan uang rakyat, juga dari kocek para peserta sendiri.

Seandainya dari serangkaian proses tersebut ujung-ujungnya bisa
menyogok, atau bisa menitipkan, betapa semangat luhur untuk berkompetisi
secara sehat dengan biaya mahal tersebut telah dicederai, egoistis, dan
keluar dari akal sehat. ot

Sebagai kegiatan yang bersifat massal, biaya terbesar dari SBMPTN
adalah untuk honor pengawas, yaitu mencapai Rp 60 miliar. Coba
bayangkan, apabila ‘pesertanya jujur, uang sebesar itu bisa digunakan
untuk kegiatan lain yang lebih produktif dan bermanfaat. Tapi realitas
memang masih banyak yang tidak jujur. Hampir setiap tahun, perjokian



masih ada. Urusan contek-mencontek sekarang sudah semakin canggih,
yakni dengan menggunakan teknologi mutakhir, seperti melalui jam tangan.

Perilaku mencontek sebagai bentuk ketidakjujuran, yang apabila sudah
dimulai sejak di bangku sekolah, dapat berlanjut dalam bentuk yang lain
di masa berikutnya, termasuk perilaku koruptif. Kata peribahasa “alah
bisa karena biasa”. Di Perguruan Tinggi sendiri masih sering terjadi
kasus-kasus plagiat.

Kita pun tahu, bahwa untuk diterima di dalam suatu pekerjaan, banyak
juga yang menyogok, dengan jumlah uang melebihi jumlah gaji yang akan
diterima berbulan-bulan bahkan tahun. Seperti halnya kampanye, yang
juga sering dilakukan dengan menyogok rakyat. Besaran uang sogokan,
pada akhirnya harus ditutupi dengan ketidakjujuran baru, yaitu korupsi
selama masa jabatan.

Konon, untuk urusan korupsi ini sudah ada hitungan matematisnya.
Uang yang dikorupsi harus lebih besar daripada biaya kalau tertangkap,
yaitu untuk membayar ketidakjujuran para penegak hukum yang akan
mengambil keputusan, biaya hidup hotel prodeo dan biaya keluarga yang
ditinggalkan selama masa ditahan. Hebatnya lagi, uang korupsi tersebut
digunakan pula untuk naik haji dan berkali-kali umrah. Karena hitungan
matematisnya uang, maka urusan malu tidak diperhitungkan lagi, termasuk
oleh keluarganya, yang notabene sebagai penikmat. Beberapa kasus
menunjukkan, bahwa korupsi bisa dilakukan secara bahu-membahu oleh
satu keluarga. Suami dengan istri, ayah dengan anak, mertua dengan
menantu, dan sebagainya. Urusan tidak punya malu lagi untuk korupsi
dan dilakukan secara berjamaah di dalam satu keluarga, menarik pula
kiranya untuk diteliti.

Sebagai sesuatu yang muncul ke permukaan, masalah ketidakjujuran
ini bisa jadi sudah menjadi nilai-nilai hidup dari masyarakat banyak. Ingatlah
kasus Saimi, seorang ibu yang melaporkan kebobrokan Ujian Negara pada
tahun 2012, justru terusir dari wilayahnya, dimusuhi oleh sekolah, guru,
tetangga, dan orang tua murid lainnya. Karena sudah merebak, banyak
yang berkata: “Jangan melawan arus, nanti melelahkan”. Kasus tersebut
menunjUkkan, bahwa melawan arus ternyata bukan hanya melelahkan,
tapi juga bisa merhbah_ayakan. Ramalan Joyoboyo tentang zaman edan,
mungkin sedang berjalan: “Sopo sing ora edan ora keduman”.

Sikap hidup, perilaku, dan pembiaran oleh anggota masyarakat,
menunjukkan bahwa jangan-jangan ketidakjujuran itu sudah jadi budaya.
Bung Hatta dan Prof. Ismail Sunny, bahkan menyebutkan bahwa korupsi
sudah menjadi budaya bangsa. Secara teoretis kita paham bahwa kebudayaan




diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya melalui proses
enkulturasi, atau bisa juga setiap generasi membuat budayanya sendiri.

Ketidakjujuran sebagai kebudayaan, bisa ditelusuri dari aspek kesejarahan,
kecuali peristiwa-peristiwa insidental, seperti kebohongan Patih Gajah
Mada dalam cerita Perang Bubat. Ketidakjujuran akut dan massif yang
dilakukan oleh masyarakat tidak pernah terdengar dan tercatat dalam
sejarah. Karenanya, ketidakjujuran sebagai kebudayaan, tentu merupakan
produk dari generasi masa kini.

Teori Durkheim tentang perilaku masyarakat yang tidak tergantung
kepada karakteristik individualnya, sebagai penunjuk perilaku sosiologis yang
dikontrol oleh budaya “tradisi”, tinggai cerita. Budaya adiluhung masa lalu
dalam bentuk “indigenous knowledge” atau kearifan lokal ternyata tidak
mampu mengarahkan syahwat individual ini. Ketidakberdayaan masyarakat
dengan budayanya, menyebabkan budaya destruktif seperti ketidakjujuran
ini, berada di atas angin—sehingga kalau dibiarkan, akan menghasilkan
budaya baru seperti dikemukakan di atas.

Bukan hanya budaya adiluhung, agama pun sebagai inti dari nilai-nilai
dalam berperilaku ternyata tidak berdaya. Sebagian mereka yang korupsi
tersebut, selain bergelar akademis, juga bergelar haji. Kita tahu, bahwa
ketika Nazarudin ditangkap, ternyata dia sedang berpuasa. Dia pasti takut
kalau puasanya batal, karena Allah dan para Malaikat melihatnya. Orang
pun kalau mau shalat, akan melakukan kontrol diri, karena Allah akan
tahu bahwa ia masih punya wudhu, sudah batal atau tidak.

Bagi mereka yang beragama Islam, dari sudut pandang agama,
ketidakjujuran akan terkait dengan pemaknaan rukun iman, terutama
rukun iman tentang keberadaan Allah, malaikat, dan hari akhir. Dari sisi
kenegaraan, tentu terkait dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang
Maha Esa. Intinya, karena Tuhan ada dan selalu “membawa CCTV”, maka
perilaku harus sesuai dengan aturan Tuhan, atau paling tidak, harus sesuai
dengan nilai-nilai universal.

Realitasnya, keberadaan Tuhan ini, selalu masih sebatas pada saat
ibadah yang bersifat ritual, dalam bentuk batal atau tidak, takut dosa
kalau tidak dilaksanakan, dan sebagainya. Tapi untuk hal lain, seperti
harus jujur atau tidak korupsi, Tuhan dan malaikat sebagai pengawas,
sepertinya dianggap tidak hadir. Buktinya, para koruptor tersebut banyak
yang bergelar haji (dengan berhaji dan berumrah berkali-kali). Orang
Indonesia akan sangat takut untuk disebut ateis. Mereka lupa, bahwa
apabila Tuhan hanya dianggap hadir pada saat ibadah, sementara di saat
lain dianggap tidak ada, maka kata yang tepat bagi kita dan juga bagi
mereka adalah “ateisme kadang-kadang”.
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Kita tentu ingat tentang cerita hikmah dari seorang anak gembala,
yang diajak kongkalikong oleh Umar bin Khatab, tentang gembalaan
milik majikannya. Lalu anak itu menjawab: “Kalau begitu, Tuhan ada di
mana?”’ Interpretasinya bisa macam-macam: “itu kan anak gembala di
zaman syahdan, sementara kita adalah manusia masa kini dengan strata
sosial aduhai”. Padahal yang lebih arif, kalau berpikir sebaliknya, yakni
apabila anak gembala saja demikian, masa kita yang lebih bernalar tinggi
justru berperilaku lebih rendah? Kalaulah kemudian agama tidak sanggup
membangun perilaku akhlakul karimah, yang bisa dipertanyakan adalah
metodologi pembudayaan oleh para dainya.

Menariknya, di negeri-negeri yang masyarakatnya jauh dari agama,
justru kejujuran berdiri sangat tegak dan tingkat korupsi rendah. Salah satu
kuncinya adalah melalui pembudayaan kehormatan diri dan penegakan
hukum. Kalaulah Tuhan saja lewat, kehormatan diri juga tiada, maka
hukum harus dimainkan.

Bagi para pejabat, setiap melaksanakan sumpah jabatan, maka akan
dimulai dengan kata Demi Allah. Tapi di dalam praktik melaksanakan
jabatannya tersebut, kata pertama dari sumpah tersebut seringkali tidak
seperti tidak ada makna. Tadinya, kehormatan diri bisa menjadi harapan.
Tapi sebagaimana dikemukakan di atas, ketika “huliah” dunia lebih deras,
yang dengan ukuran matematika, korupsinya lebih menguntungkan, maka
urat malu putuslah sudah. Termasuk urat malu dari mereka-mereka yang
mempunyai pendidikan tinggi. Di dalam buku ini disebutkan ada 332
orang doktor, 147 orang bergelar Master, 119 orang lulusan S1, dan
10 orang Profesor.

Adakah harapan terhadap hukum? Masalah hukum yang pertama
adalah karena hukum tersebut seringkali dibuat oleh orang-orang yang
tidak jujur, atau dibuat oleh orang-orang yang punya kepentingan-
kepentingan tertentu dalam rangka melegalisasi ketidakjujuran. Masalah
kedua, hukum yang di antaranya didasari oleh semangat ketidakjujuran
tersebut dilaksanakan oleh penegak hukum yang juga tidak jujur. Ketiga,
masih ada kasus-kasus hukum yang tebang-pilih atau tidak bisa menjangkau
semua pihak.

Sejumlah koruptor kelas kakap, yang memakan uang negara, bisa lolos
sampai masuk ke liang lahad, tanpa proses hukum, apalagi pengadilan.
Dari kacamata keadilan manusia, tentu saja hal ini sangat tidak adil.
Namun dari kacamata akhirat lain lagi. Tapi masihkah percaya dengan
adanya hari akhirat?
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Kalau ukurannya keadilan dunia, maka ceritanya lain lagi. Banyak
cerita tentang tertangkapnya para koruptor, lalu orang menduga bahwa
mereka sedang “apes” semata. Artinya yang tidak apesnya masih jauh
lebih banyak lagi.

Kalau hukum tidak bisa ditegakkan, maka hukum hanya menjadi
monumen semata. Cerita tentang marah-marahnya penumpang, karena
kereta api selalu telat, yang untuk kemudian dengan sinisnya mohon agar
jadwal perjalanan dibuang saja, dijawab santai oleh kepala stasiun: ”Kalau
tidak ada jadwal, dari mana kita akan tahu terlambat atau tidaknya?”

Betapa, ketika ketidakjujuran ini sudah mewabah, sampai-sampai kalau
akan berkata jujur saja harus minta maaf terlebih dahulu. Siapa pun pasti
tahu yang jujur itu seperti apa dan bagaimana? Namun mengapa hati dan
kaki ini tetap saja melakukan ketidakjujuran? Dalam konteks berbangsa
dan bernegara, bahaya besar sedang mengancam. Thomas Lincona dari
Cortland University (1992) menyebutkan bahwa ketidakjujuran adalah
tanda-tanda kehancuran dari suatu bangsa.

Lalu “lajuning laku” apa yang harus dimainkan? Marilah kita mulai
jujur terhadap diri sendiri, dengan cara melakukan revolusi nurani. Kalau
tidak edan-edan amat, nurani pasti tidak akan bisa dibohongi.

Konten penting dari revolusi mental adalah revolusi untuk membudayakan
kejujuran. Sehitam dan sebeku apapun hati terhadap kebenaran, pasti tahu
benar dan salah. Inilah modal besar dari kefitrahan manusia. Kita gosok
terus dengan nilai-nilai agama yang merupakan tugas para dai. Keberadaan
Allah, malaikat, hari akhir, surga, dan neraka harus bisa dijadikan sebagai
pengarah untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran, termasuk,
konsekuensinya terhadap kehidupan kemanusiaan secara keseluruhan.

Budaya kejujuran juga harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan
yang langsung diamalkan. Salah satu inti dari pendidikan karakter dan
revolusi mental adalah pendidikan kejujuran. Untuk merumuskannya, kita
bisa duduk bersama melakukan workshop. Diperlukan pula guru-guru yang
memiliki integritas terhadap nilai-nilai kejujuran tersebut.

Kalaupun rumah sekarang sudah terintervensi tidak jujur, maka kita
harus berupaya, bahwa basis “pendidikan” kejujuran harus dari rumah.
Kita paham bahwa sosialisasi anak yang paling utama dalam internalisasi
nilai-nilai berada di pundak ibu bapak di rumah. Modalnya, tidak akan
ada orang tua yang ingin punya anak tidak jujur, dan lebih jauhnya lagi
terperosok.
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Budaya malu, apabila melakukan kebohongan atau perilaku menyimpang,
bisa dikaitkan dengan penanaman nilai-nilai kehormatan diri. Sebenarnya
hal ini “pernah” menjadi budaya bangsa Indonesia, khususnya Sunda.
Menghidupkan yang lama dengan cara-cara dan semangat kebaruan,
hasilnya akan bisa lebih baik lagi.

Hukum dalam bentuknya, mulai dari “folkways”, “customs”, “mores,”
sampai “laws” harus benar-benar bisa ditegakkan. Pembiaran akan
membawa dampak terhadap eskalasi, dianggap tidak melanggar bahkan
ujung-ujungnya dianggap sebagai sesuatu yang benar dan dalam bentuk
akhirnya sebagai budaya.

Karena budaya ketidakjujuran baru muncul pada generasi kita, maka
tanggung jawab kita semua untuk menyetopnya. Marilah kita mulai dari
kita sendiri. Seandainya cendikiawan, seniman, budayawan, agamawan,
pendidik termasuk lembaga pendidikan tidak mampu menegakkan akhlak
kejujuran dan menyebarluaskannya, lalu siapa dan lembaga apa lagi
yang masih diharapkan? Kita semua adalah benteng terakhir. Marilah
kita jadikan semangat membudayakan kejujuran ini sebagai bola salju,
menggelinding dan terus membesar.

Kita harus berterima kasih kepada Bung Zainal Abidin dan Bung A.
Gimmy Prtahama Siswadi atas buku Psikologi Korupsi yang mereka tulis.
Sebuah buku yang bernas, karena selain menyampaikan berbagai teori
psikologi tentang faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, juga ditunjang
oleh fakta-fakta lapangan yang cukup kuat. Hasilnya memperiihatkan
tentang bentuk-bentuk, jenis-jenis, dan pola-pola korupsi—yang kemudian
dideskripsikan dengan sangat menarik. Dari apa yang mereka uraikan,
kita seolah diajak melakukan wisata intelektual untuk menyaksikan suatu
kenyataan yang terjadi di Indonesia.

Dengan mengetahui konsep, jenis, dan pola korupsi di Indonesia,
maka (apabila mau—pen) dapat dicari solusi untuk memecahkannya,
terutama pada tataran hulunya, yang disebut sebagai perilaku.

Sebagai penutup, berikut ini merupakan cerita tentang suatu negeri
yang tingkat korupsinya sangat tinggi.

Syahdan, serombongan anggota legisiatif dan eksekutif dari negeri
entah di mana, sedang melakukan studi banding. Karena semua negara
di dunia sudah sering dijelajahi, mereka melakukan studi bandingnya ke
akhirat. Ketika berkeliling, mereka diajak melihat museum jam. Ada yang
aneh di museum tersebut. Kecepatan berputar jarum jamnya berbeda satu
sama lain. Ada yang sangat lambat dan ada pula yang sangat cepat.




Mendrut-Bapak Malaikat sang penjaga, hal tersebut menunjukkan tingkat
korupsi -di -negara tersebut. Salah seorang anggota delegasi bertanya,
“Mengapa jam dari negaranya tidak ada?” Sang Malaikat yang menjadi
“guide” menjawab: “Oh..., kalau jam negara Anda, sedang dipinjam tukang
sate untuk jadi alat kipas...” ;

Bandung, 18 Juni 2015




PENGANTAR

dak ada isu yang selalu aktual sejak awal Reformasi (1998) hingga

saat ini di Indonesia, selain isu korupsi. Setiap hari media massa

nyaris tidak pernah berhenti dan bosan memuat berita-berita tentang
korupsi. Lobby Gedung (Kantor) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
tidak pernah sepi dari kerumunan para reporter yang menunggu berita
tentang korupsi untuk segera dimuat di media tempat mereka bekerja;
berita yang ditunggu-tunggu oleh para reporter tersebut adalah tentang
korupsi, khususnya penangkapan dan pemeriksaan para tersangka serta
para saksi kasus-kasus korupsi. Penonton televisi, pendengar radio, dan
pembaca koran dan majalah serta media massa on line (internet) selalu
menunggu berita tentang pejabat, politisi, petinggi polisi, atau pengusaha
mana lagi yang akan segera dijadikan sebagai tersangka dan diseret ke
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Gejala ini berlangsung sejak
awal tahun 2000-an—setelah didirikan KPK, dan setelah komisi ini mulai
menjalankan tugas dan perannya sebagai pemberantas korupsi—hingga
sekarang ini.




Atas dasar gejala seperti itulah penulis terdorong untuk melakukan studi
tentang korupsi dari perspektif ilmu yang selama ini digeluti oleh penulis,
yakni psikologi. Sebagian dari hasil studi itu ditulis dalam buku ini. Buku
ini berusaha mendeskripsikan tiga aspek yang—menurut penulis—hampir
selalu ditemukan dalam setiap kasus korupsi, yakni aspek-aspek psikologis
para pelaku korupsi, pola-pola korupsi yang dilakukan oleh para pelaku
korupsi, dan penanganan kasus-kasus korupsi. Penanganan kasus-kasus
korupsi dalam buku ini difokuskan pada penindakan korupsi oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga aspek ini urgen dan menarik untuk
diungkap, karena di Indonesia sebagian besar kasus korupsi berskala besar
(grand corruption dan political corruption) hampir selalu melibatkan ketiga
aspek (atau komponen) itu, yakni pelaku korupsi, (pola) perilaku korupsi,
dan institusi yang memberantas atau menangani korupsi (terutama, KPK).

Buku ini dimaksudkan untuk konsumsi umum, terutama para akademisi
(termasuk mahasiswa), dan para penegak hukum, serta para pegiat anti-
korupsi. Studi-studi dan buku-buku tentang korupsi di Indonesia sejauh ini
ditulis berdasarkan pada perspektif non-psikologi, seperti dari perspektif
hukum, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, dan administrasi. Tetapi studi
tentang korupsi dari perspektif psikologi, relatif tidak mudah ditemukan
dalam literatur di Indonesia, terutama dalam bentuk buku seperti ini.
Buku ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan itu.

Buku ini selesai disusun awal bulan Januari 2015, sebelum munculnya
peristiwa yang sangat menghebohkan, yakni penetapan Irjen Budi Gunawan
(BG) (kandidat Kapolri) sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 13 Januari
2015. 10 hari setelah penetapan BG sebagai tersangka, dua pimpinan KPK
(Abraham Samad atau AS dan Bambang Widjojanto atau BW) kemudian
ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Tidak hanya itu, dua
pimpinan KPK lainnya, yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen dilaporkan
oleh sejumlah pihak ke Bareskrim Polri. Zulkarnaen dituduh menerima
gratifikasi saat masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur, sedangkan Adnan Pandu Praja dituduh menguasai perusahaan
secara illegal. Irjen BG saat ini sudah tidak lagi menjadi tersangka karena
penetapan tersangkanya oleh KPK dinilai tidak sah oleh Hakim Sarpin di
sidang praperadilan pada tanggal 16 Februari 2015. Tetapi penetapan
tersangka kedua pimpinan KPK masih terus dilanjutkan dan diproses oleh
Bareskrim Polri. Demikian juga, penyelidikan Bareskrim terhadap Adnan
Pandu Praja dan Zulkarnaen hingga saat ini tidak dihentikan (http://news.
metrotvnews.com/read/2015/03/05/-366931/kasus-zulkarnain-dan-adnan-
pandu-kabareskrim-pending-bukan-berhenti).
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Hingga kini “konflik” antara pimpinan KPK dan para petinggi Polri
itu belum selesai, dan entah kapan akan berakhir. Konflik itu sangat
disayangkan karena telah merugikan upaya-upaya pemberantasan korupsi
oleh KPK, yang selama belasan tahun relatif berhasil mengungkap dan
menangani kasus-kasus korupsi-besar yang merugikan negara. Namun,
dalam buku ini, penulis tidak akan masuk ke wilayah (kasus) itu, apalagi
membahas “konflik” di antara kedua lembaga penegak hukum tersebut.
Dalam buku ini, deskripsi dan penjelasan tentang pola penanganén KPK
dalam memberantas korupsi di Indonesia, dibatasi hanya pada kasus-kasus
sebelum penetapan BG sebagai tersangka.
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PENDAHULUAN

Masalah Korupsi di Indonesia

Harapan segenap lapisan masyarakat indonesia setelah runtuhnya Orde
Baru pada tahun 1998 antara lain adalah terciptanya pemerintahan yang
demokratis, bersih, adil, dan bebas dari korupsi. Pemerintahan yang
demikian diharapkan akan berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia
yang lebih baik. Masyarakat berharap memiliki kebebasan berpolitik dan
berserikat, bebas dari rasa takut, bebas dari kemiskinan, dan tentu saja
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Memahami Aspek-Aspek Psikologis Pelaku Korupsi,
Pola-Pola Perilaku Korupsi, dan
Pola-Pola Penanganan Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan salah satu isu yang selalu aktual sejak era Reformasi (1998)
bergulir hingga saat ini. Media massa baik cetak, elektronik, maupun online
(internet) nyaris tidak pernah berhenti dan bosan memuat berita-berita tentang
korupsi; demikian pula studi-studi dan buku-buku tentang korupsi telah banyak
ditulis oleh para ahli. Namun demikian, studi-studi dan buku-buku tentang
korupsi di Indonesia sejauh ini lebih banyak ditulis berdasarkan pada perspektif
non-psikologi, seperti dari perspektif hukum, ekonomi, politik, sosiologi,
antropologi, dan administrasi. Sementara, studi tentang korupsi dari perspektif
psikologi relatif tidak mudah ditemukan dalam literatur di Indonesia, terutama
dalam bentuk buku seperti ini.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan studi tentang korupsi yang
diuraikan berdasarkan perspektif Psikologi, sebagai upaya mengisi kekosongan
terhadap literatur-literatur yang telah ditulis berdasarkan perspektif yang
beragam. Dalam buku ini, penulis berusaha mendeskripsikan tiga aspek yang
hampir selalu ditemukan dalam setiap kasus korupsi, yakni aspek-aspek
psikologis para pelaku korupsi, pola-pola korupsi yang dilakukan oleh para
pelaku korupsi, dan penanganan kasus-kasus korupsi. Ketiga aspek tersebut
merupakan permasalahan yang menarik untuk diungkap, karena sebagian besar
kasus korupsi berskala besar (grand corruption dan political corruption) di
Indonesia hampir selalu melibatkan ketiga aspek tersebut.
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